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1. PENDAHULUAN 

Kinerja perekonomian Indonesia da-
lam beberapa tahun terakhir menunjukkan 
hasil kurang memuaskan. Meskipun di awal 
pemerintahan presiden Joko Widodo dan 
para ekonomnya menargetkan pertumbuhan 
ekonomi hingga 7% rata-rata pertahun, teta-
pi sejak tahun 2014 dimulainya pemerinta-
han Joko Widodo, hingga per Desember 
2017, pertumbuhan ekonomi  melambat di 
kisaran 5–5,3% per tahun, (BPS, 2018). Secara 
umum ekonomi Indonesia menanggung 
beban yang cukup berat akibat pengaruh 
ketidakpastian yang timbul akibat gejolak 
perekonomian global. Krisis ekonomi yang 
saat ini melanda negara-negara di Eropa 
serta gejolak harga minyak dunia akibat 
krisis politik di Timur Tengah berdampak 
terhadap perekonomian nasional. Begitu 
pula yang terjadi di daerah, pertumbuhan  

 
ekonomi melambat, terutama bagi daerah 
yang mengandalkan ekspor yang bersumber 
dari SDA seperti pertambangan batubara 
dan migas seperti di Kalimantan Selatan. 

Menghadapi situasi semacam ini, pe-
merintah harus memperkuat daya tahan 
ekonomi agar dapat memertahankan sustai-
nability development, mengatasi ketimpang-
an, pengangguran, dan kemiskinan. Salah 
satu instrumen penting yang digunakan 
untuk mengendalikan aktivitas perekonomi-
an ialah melalui kebijakan fiskal (Griggs, et 
al., 2013). Sebagai alat distribusi pendapatan, 
kebijakan fiskal merupakan perangkat yang 
efektif guna meningkatkan kesejahteraan 
rakyat (Jimenez, 2015). Dalam kondisi resesi, 
kebijakan fiskal memiliki peran penting da-
lam meningkatkan permintaan agregat eko-
nomi makro, sehingga pengaruh dari gunca-
ngan krisis dapat diredam sampai pada ting-
kat yang serendah mungkin (Alsharari  dan 
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Abougamos, 2017). Negara-negara di Afrika 
banyak menggunakan fiscal space untuk me-
ngurangi kemiskinan dan upaya untuk me-
ningkatkan pertumbuhan. Untuk daerah di 
Indonesia yang relevan adalah menciptakan 
fiscal space yang memungkinkan untuk dialo-
kasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, 
lingkungan dan sektor lainnya yang sangat 
penting untuk mengurangi kemiskinan dan 
mencapai tujuan sustainability development 
goals (SDGs). 

Renyaan, et. al. (2012) menunjukkan 
bahwa ketika dikelola, otonomi fiskal dan 
pertumbuhan ekonomi mampu memperba-
iki kinerja pembiayaan daerah dengan mem-
pertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi 
keuangan dan efektivitas pembiayaan dae-
rah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang 
tidak dikelola dengan baik dapat mengu-
rangi luasnya ruang fiskal, karena faktor 
efisiensi dan efektivitas keuangan daerah. 
Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggar-
an berpengaruh juga pada terciptanya ruang 
fiskal untuk memberi ruang dalam pemba-
ngunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, 
perencanaan dan penganggaran yang ditu-
angkan dalam APBD suatu daerah meme-
gang peranan sangat penting. Penelitian Su-
priyanto (2015) menyimpulkan bahwa ruang 
fiskal dan PAD berpengaruh positif terha-
dap KPPD (kinerja penyelenggaraan peme-
rintahan daerah). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra 
(2016) terhadap 70 kabupaten/kota, mene-
mukan Rata-rata Ruang Fiskal dari 53 Kabu-
paten sebesar 28%, kemudian hanya 4 Kabu-
paten yang memiliki Ruang Fiskal di atas 
50% sedangkan 35 daerah lainnya memiliki 
tingkat Ruang Fiskal di bawah 30%. Kota 
Surabaya mendapatkan peringkat pertama 
dengan Ruang Fiskal yang baik yaitu 56% 
dari total pendapatan. Menurut analisis Fitra 
(2016) kota Surabaya memiliki sistem, regu-
lasi dan tata kelola pemerintah yang baik 
sehingga menciptakan kestabilan kondisi 
politik, ekonomi dan sosial. Maka, tidak me-
ngherankan jika Ruang Fiskalnya mencapai 
56%. Dengan besarnya Ruang Fiskal tersebut 
maka Pemkot Surabaya dapat melakukan 

pembangunan yang lebih mendorong pada 
perkembangan kota tersebut. 

Menurut Heller (2006) fiscal space ada-
lah “the availability of budgetary room that al-
lows a government to provide resources for a 
given desired purpose without any prejudice to 
the sustainability of a government’s financial 
position.” Terdapat anggaran yang sifatnya 
mengikat seperti belanja pegawai dan man-
datory spending atau belanja yang sudah 
ditetapkan undang-undang yang sudah 
ditentukan porsi dan peruntukkannya. Sisa 
dari anggaran yang sudah ditetapkan pe-
runtukannya disebut dengan ruang fiskal. 
Ruang fiskal biasanya digunakan untuk 
pembangunan/belanja infrastruktur, sehing-
ga menghasilkanatau memelihara aset pro-
duktif (Zhao, 2011). Semakin lebar atau luas 
ruang fiskal daerah, maka semakin besar 
diskresi kebijakan eksekutif daerah yang 
dapat dilakukan untuk mendorong meng-
embangkan potensi daerahnya, sesuai karak-
teristik daerah masing-masing. 

Hubunganantara kebijakan fiskalde-
ngan ruang fiskal adalah apabilakebijakan 
fiskal dilakukan secaratepat, maka ruang fis-
kal dapat diperlebar. Artinya, ruang fiskal 
daerah sangat ditentukan oleh kebijakan 
fiskal baik pusat maupun daerah. Dengan 
catatan, pemerintah harus tetap menjaga ke-
tahanan fiskal atau Fiscal sustainability (Leith  
dan Wren-Lewis, 2006).Fiscal sustainibility 
adalah kondisi ketika pemerintahm ampu 
membuat kebijakan fiskal yang dapat men-
stabilkan kondisi perekonomian melalui sol-
vabilitas keuangan jangka panjang. Solvabil-
itas adalahkemampuan untuk memenuhi 
kewajiban dalam menjalankan fungsi distri-
busi, alokasi, dan stabilisasi. 

UU No.32 tahun 2004 tentang Peme-
rintahan daerah menyebutkan bahwa  Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang ditetapkan de-
ngan peraturan daerah. APBD/N merupa-
kan salah satu mesin pendorong pertumbuh-
an ekonomi. Peranan APBD sebagai pen-
dorong dan salah satu penentu tercapainya 
target dan sasaran makro ekonomi daerah 
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diarahkan untuk mengatasi berbagai ken-
dala dan permasalahan pokok yang meru-
pakan tantangan dalam mewujudkan agen-
da masyarakat yang sejahtera dan mandiri 
(IFAC, 2016).  

Salah satu ukuran kualitas pengeluar-
an pemerintah (government spending) yang 
baik adalah semakin besarnya proporsi be-
lanja modal dibandingkan dengan belanja 
daerah keseluruhan. Belanja modal yang be-
sarakan memberikan dampak yang positif 
bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang 
kemudian akan meningkatkan potensi pene-
rimaan daerah yang baru. Menurut Burha-
nuddin (2002) belanja modal merupakan pe-
ngeluaran anggaran untuk memperoleh aset 
tetap dan aset lainnya yang memberikan 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan pa-
rameter dari suatu kegiatan pembangunan, 
karena pertumbuhan ekonomi dapat men-
gu-kur tingkat perkembangan aktivitas pada 
sektor-sektor ekonomi dalam masyarakat. 
Parameter  tersebut menjadi landasan dalam 
mengambil keputusan dan kebijaksanaan 
dasar oleh pemerintah untuk meningkatkan 
kegiatan ekonomi (Bose, et. al., 2007b; Sas-
mal, et. al., 2016). Pertumbuhan ekonomi 
menunjukkan peningkatan dalam kemam-
puan suatu perekonomian untuk mempro-
duksi barang-barang dan jasa-jasa (Lewis, 
2013). Dengan kata lain, pertumbuhan eko-
nomi lebih menunjuk pada perubahan yang 
bersifat kuantitatif dan biasanya diukur de-
ngan menggunakan data Produk Domestik 
Bruto (PDB), atau pendapatan output per 
kapita (WorldBank, 2006). 

Hasil penelitian  Renyaan, et. al. (2012) 
membuktikan adanya pengaruh efisiensi 
dan efektivitas pengelolaan keuangan dae-
rah serta didukung pertumbuhan ekonomi 
dapat dikatakan mendorong perluasan ru-
ang fiskal daerah. Penelitian Supriyanto 
(2015) menyimpulkan bahwa ruang fiskal 
dan PAD berpengaruh terhadap KPPD de-
ngan arah positif. Hasil penelitian terhadap 
879 observasi menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh antara ruang fiskal, tingkat keter-
gantungan dan rasio ke-mandirian daerah 

terhadap KPPD. Tingkat ketergantungan 
daerah berpengaruh negatif, sementara itu 
ruang fiskal dan PAD berpengaruh positif 
terhadap KPPD. Kajian analisis APBD yang 
dilakukan oleh Fitra (2016) menyimpulkan 
bahwa ruang fiskal mendorong pemerintah 
bertindak kreatif dan inovatif terhadap per-
kembangan kotanya. 

Penelitian yang dilakukan Abachi dan 
Salamatu (2012) di Nigeria, secara umum 
menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dan 
kemandirian keuangan memiliki dampak 
negative terhadap pertumbuhan ekonomi 
pada periode waktu 1970–1990 dan 1991–
2009, sedangkan penelitian Lozano-Espitia 
dan Julio-Román (2015) di Amerika Latin 
(Kolumbia) menunjukkan bahwa terdapat 
peranan positif dan signifikan desentralisasi 
fiskal dan kemandirian keuangan lokal ter-
hadap pertumbuhan ekonomi regional. 
Oates (1993); (Bose, et. al., 2007a), menyim-
pulkan bahwa keuangan yang terdesentra-
lisasi pada prinsipnya memiliki peran 
potensial dalam pembangunan ekonomi. Po-
tensi ini akan menjadi kontribusi nyata ter-
hadap pertumbuhan ekonomi bergantung 
pada sejumlah kondisi penting mengenai 
responsivitas institusi lokal terhadap kese-
jahteraan lokal yang pada gilirannya, sangat 
bergantung pada struktur fiskal yang sehat.   

Penelitian terdahulu pada umumnya 
mengangkat isu ruang fiskal dikaitkan de-
ngan kinerja daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, mengingat ruang fiskal men-
ciptakan kebebasan pemerintah lokal untuk 
menggunakananggarannya. Sedangkan pe-
nelitian ini, menguji ruang fiskal dari per-
spektif  kausalitas yang berbeda, yaitu terka-
it peran belanja modal dalam memediasi pe-
ngaruh ruang fiskal terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Berdasarkan tinjauan teori dan telaah 
penelitian terdahulu, serta tujuan penelitian, 
makarerangka konseptual penelitian ini ada-
lah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Diagram Rerangka Konseptual 
Penelitian 

Sehingga hipotesis pada penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Ruang fiskal daerah berpengaruh sig-
nifikan terhadap pertumbuhan ekono-
mi. 

H2:  Ruang fiskal daerah berpengaruh signif-
ikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
melalui belanja modal 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pemerintahan kabupaten dan kota 
di Kalimantan Selatan yang berjumlah 
sebanyak 11 kabupaten dan 2 kota. Seluruh 
populasi diteliti untuk masa tahun anggaran 
2012-2016. 

Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder berupa profil pe-
merintah daerah dan Laporan Keuangan Pe-
merintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota 
yang telah diaudit, realisasi APBD, LRA, 
APBD provinsi dan kabupaten/kota. Data 
diperoleh dari situs resmi DirJen Perimbang-
an Keuangan (http://djpk.depkeu.go.id); 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indo-
nesia (http://bpk.go.id/); Kementerian Da-
lam Negeri (http://kemendagri.go.id), 
(http://otda.kemendagri.go.id), Biro Pusat 
Statistik (http://bps.go.id), serta BPS 
Kalimantan Selatan. 

Data APBD yang dianalisis adalah time 
series selama lima tahun untuk 13 kabupaten 
dan kota yang menggambarkan secara cross 
sectional seluruh variabel yang diobservasi. 
Penggabungan data ini dikenal sebagai data 
panel, sehingga jumlah data yang dianalisis 
adalah untuk 13 kabupaten dan kota  dikali 

dengan  5 tahun, yaitu sebanyak 65 observed 
data. 

Dilihat dari sudut pandang hubungan-
nya, variabel penelitian ini diklasifikasikan 
atas variabel laten endogen dan variabel la-
ten eksogen  (Chandrarin, 2017). Berdasarkan 
kerangka konseptual dan rumusan hipotesis 
yang telah dilakukan, serta identifikasi 
klasifikasi variabel, maka veriabel penelitian 
ini adalah: 
X1 = Ruang Fiskal Daerah – variabel eksogen 
Y1=  Belanja Daerah – variabel endogen 
Y2=Pertumbuhan Ekonomi–variabel endo-

gen 

Definisi operasional variabelpenelitian 

Ruang Fiskal adalah keseluruhan pen-
dapatan daerah dikurangi dengan pendapa-
tan hibah; pendapatan yang sudah ditentu-
kan penggunaannya (earmarked) yaitu dana 
alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus 
dan dana penyesuaian serta dana darurat; 
dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu 
belanja pegawai dan belanjabunga dan se-
lanjutnya dibagi dengan keseluruhan penda-
patan daerah. 

Variabel belanja modal ini diukur 
dengan menggunakan rasio belanja modal 
dibagi dengan total pendapatan daerah. 
Pertumbuhan ekonomi diukur dari per-
tumbuhan riil PDRB Harga Berlaku.  

Pertumbuhan ekonomi (PE) dapat 
dirumuskan : 

 

Sesuai dengan rancangan dan tujuan 
penelitian, maka teknik analisis yang digu-
nakan adalah metode Structural Equation 
Modeling (SEM)–PLS dengan menggunakan 
program Software WarpPLS 6.0. Sebagai 
salah satu teknik analisis multivariat, SEM-
PLS memungkinkan dilakukannya analisis 
terhadap serangkaian hubungan secara si-
multan sehingga menjadikannya teknik ana-
lisis yang efisien (Hair Jr, et. al., 2014). Ber-
dasarkan teknik SEM, maka model per-
samaan struktural yang dirancang sesuai pe-
ngembangan kerangka konseptual pene-
litian ini dapat dilihat pada gambar 2. 

http://djpk.depkeu.go.id/
http://kemendagri.go.id/
http://otda/
http://bps.go.id/
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Gambar 2:  Model SEM 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data Penelitian 

Hasil pengolahan data yang dilakukan 
dengan menggunakan aplikasi WarpPLS-

SEM versi 6.0 menghasilkan statistik yang 
disajikan pada tabel 1. Berdasarkan hasil 
deskripsi data menunjukkan tingkat ruang 
fiskal di kabupaten dan kota di Kalimantan 
Selatan selama 2012-2016, rata-rata terendah 
adalah 0,106  atau 11 persen dan tertinggi 0, 
663 atau 66 persen dengan rata-rata 0,448 
atau 45 persen. Sedangkan rata-rata alokasi 
belanja modal 48 persen dan terendah 15 
persen, serta tertinggi 65 persen, sedangkan 
rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, 
terendah 2,5 persen dan tertinggi 7,2 persen. 

 

Tabel 1.  Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel Min Max Mean SD 

RF 0,106 0,663 0,448 0,103 
BM 0,1500 0,654 0,479 0,223 
PE 2,470 7,170 5,524 1,064 

Sumber: Output WarpPLS 6.0.  
 

Analisis Model Persamaan Struktural 

Pada Error! Reference source not 
found. dapat diketahui R2 (R-Squared 
Coefficients) masing-masing variabel laten 
endogen Belanja Modal sebesar 0,25 dan 
Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,45. Hal ini 
menunjukkan variabel eksogen (ruang 
fiskal) yang dihipotesiskan memiliki korelasi 
positip terhadap variabel endogen. Sedang-
kan Full Collinearity VIFs ditujukan untuk 
menguji kemungkinan terjadinya bias terha-
dap hasil penelitian akibat multikolineari-
tas, yaitu dengan kriteria Full Collinearity 

VIFs value harus di bawah 3,3 (Kock,2011). 
Berdasarkan out-put pada Error! Reference 
source not found., masing-masing variabel 
memiliki nilai kurang atau di bawah 3,3, 
sehingga dapat disimpulkan model 
penelitian ini bebas dari masalah 
kolinearitas. Begitu pula terhadap pengujian 
Q2 (Q-squared), yang berguna untuk menguji 
validitas prediktif dan relevansi antara va-
riabel prediktor dan kriterion, dengan kri-
teria harus lebih besar dari nol. Berdasarkan 
tabel 3, semua nilai  Q2 >0,0, artinya semua 
variabel model ini dinyatakan valid. 

 

Tabel 2.  Latent Variable Coefficients 

 
RF BM PE 

R-squared coefficients   0,25  0,45  

Adjusted R-squared coefficients 0,212  0,221  

Full collinearity VIFs 1,290 1,260 1,049 

Q-squared coefficients   0,253  0,452  

Sumber: Output WarpPLS 6.0. (2018) 
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Tabel 3: Uji Kualitas dan Kesesuaian Model 

Model fit and quality indices 

Average path coefficient (APC)=0.321, P=0.001 

Average R-squared (ARS)=0.187, P=0.029 

Average adjusted R-squared (AARS)=0.167, P=0.040 

Average block VIF (AVIF)=1.040, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 

Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.200, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 

Tenenhaus GoF (GoF)=0.432, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36 

Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1 

R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1 

Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7 

Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.7 

Sumber: Output WarpPLS 6.0 (2018) 

 
Uji Kesesuaian Model 

Sebelum melakukan pengujian lebih 
lanjut terhadap model, terlebih dahulu dila-
kukan pengujian model fit and quality indices 
(Goodness of Fit) untuk menentukan kelaya-
kan model penelitian ini. Berdasarkan Tabel 
3, dapat disimpulkan bahwa ketiga indikator 
utama, yaitu  Average path coefficient (APC), 
Average R-squared (ARS), VIF (AVIF)dan Ave-
rage Full VIF (AFVIF),yang menentukan 
kualitas dan kesesuaian model telah meme-
nuhi kriteria. NilaiAPC= 0,321, P=0,001, 
berarti signifikan pada tingkat signifikansi 
0,05 dan ARS=0,187, P<0,029, menunjukkan 
rata-rata koefiesien jalur determinansi 
signifikan pada tingkat sig-nifikansi 0,05. 
Sedangkan AVIF= 1.040 dan AFVIF= 1.200, 
menunjukkan bahwamodel bebas dari bias 
multikolinearitas, karena memenuhi kriteria 
berada di bawah nilai ideal 3,3. Begitu pula 
nilai uji kesesuaian dengan metode Tennen-
haus GoF (goodness of fit) menunjukkan nilai 
kesesuaian dan relevansi data sebesar 0,432; 
termasuk kategori large>= 0,36. Hal ini me-
nunjukkan bahwa model yang diajukan 
didukung oleh data yang relevan dan dapat 
diandalkan. Hasil uji R-squa-red contribution 
ratio (RSCR)=1,000, acceptable if>= 0,9, ideally 
= 1, menunjukkan rasio kontribusi yang 
ideal. Hasil keseluruhan uji Fit and Quality 
Indices ini menunjukkan bah-wa model yang 
diajukan didukung oleh data yang relevan, 
valid  dan dapat diandalkan. 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Menurut Hair Jr, et. al. (2014) prosedur 
pengujian hipotesis dengan metode SEM-
PLS dapat ditempuh dengan dua tahap beri-
kut: 

1). Melakukan pengujian direct effect 

Sebelum melakukan pengujian peran 
mediasi alokasi belanja modal antara ruang 
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, terle-
bih dahulu dilakukan pengujian direct effect 
(pengaruh langsung) antara ruang fiskal ter-
hadap pertumbuhan ekonomi, karena ini 
merupakan syarat mutlak untuk memva-
lidasi efek hubungan tidak langsung suatu 
variabel intervening (pemediasi). 

 

Gambar 3.  Direct Effect RF terhadap PE 

Berdasarkan gambar 3 diperoleh temu-
an adanya pengaruh yang positif antara ru-
ang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi 
dengan koefisien jalur sebesar 0,25 dan sig-
nifikan pada tingkat 0,05 (p=0,02). Temuan 
ini membuktikan bahwa penelitian ini mene-
rima hipotesis H1 yang menyatakan ruang 
fiskal daerah berpengaruh signifikan terha-
dap pertumbuhan ekonomi. 
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2). Melakukan estimasi indirect effect 

Berdasarkan hasil pengujian indirect 
effect (pengaruh tidak langsung) antara ru-
ang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi 
melalui peran mediasi belanja modal 
(Gambar 4), dan diuraikan pada tabel 4. 

 

Gambar 4. Pengujian Model Indirect Effect 

Penjelasan hasil pengujian koefisien ja-
lur dan nilai signifikansi antara ruang fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi (RF  PE), 
ruang fiskal terhadap belanja modal (RF  
BM), dan belanja modal terhadap pertum-
buhan ekonomi (BM  PE), dapat dijelaskan 
pada tabel 4.  

Tabel 4: Koefisien Path & P Value Indirect 
Effect 

 Coeff Path P Value 

RF  PE 0,23 0,01 
RF  BM 0,42 0,01 
BM  PE 0,29 0,03 

Sumber: Output WarpPLS 6.0.  

Perbandingan antara langkah pertama 
(indirect effect test)  dan ke dua (direct effect 
test), menunjukkan perubahan hasil estimasi 

di antara kedua pengujian.Pengaruh lang-
sung RF PE: 0,25 (p=0,02)berubah menjadi 
(uji pengaruh tidak langsung): 0,23 (p=0,01), 
menunjukkan penurunan koefisiensi jalur, 
tetapi tetap signifikan pada  tingkat signifi-
kansi 0,05. Perubahan ini membuktikan 
bahwa, belanja modal mampu memediasi 
pengaruh antara ruang fiskal  terhadap per-
tumbuhan ekonomi.  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh 
mediasi belanja modal dilakukan dengan pe-
ngujian VAF (Variance Accounted For), yang 
mengukur seberapa besar belanja modal me-
nyerap pengaruh langsung variabel eksogen  
terhadap variabel endogen. Jika nilai VAF di 
atas 80%, maka menunjukkan peran peme-
diasi penuh, jika di antara 20-80 persen, ma-
ka dapat dikategorikan pemediasi parsial. 
Namun jika kurang dari 20 persen, menun-
jukkan hampir tidak ada peran mediasi 
(Hair Jr, et. al., 2014). 

Berdasarkan uji model sebelumnya, 
maka dapat dihitung VAF. Berdasarkan 
analisis dengan metode perhitungan VAF 
(tabel 5) ditemukan variabel belanja modal 
dapat berperan sebagai pemediasi dengan 
pengaruh total 35%, karena berada pada 
interval 20-80%, maka tergolong mediasi 
parsial. Kesimpulannya,hasil pengujian 
membuktikan sekaligus bahwa hipotesis ke 
dua (H2) dapat diterima. Hipotesis ke dua 
menyatakan bahwa ruang fiskal daerah ber-
pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi melalui belanja modal. 

 

Tabel 5: Uji Total Effect (Perhitungan VAF Value) 

Hubungan Variabel Perhitungan Jumlah Kategori 

RFBM PE Pengaruh tidak langsung=  
RFBM: 0,42 
BM PE; 0,29 
(0,42X0,29) 

Pengaruh Langsung:0,23 

0,12 
 
 
 
0,23 

 

 Pengaruh Total  0,35  atau 35 % Mediasi parsial 
 

Pembahasan 

Pengaruh ruang fiskal terhadap pertumbu-
han ekonomi 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, disim- 
 

pulkan bahwa penelitian ini menerima  hi-
potesis H1 yang menyatakan ruang fiskal 
daerah berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendu-
kung hasil penelitian Oates (1993), Zhang 
dan Zou (1998), Lozano-Espitia dan Julio-
Román (2015), yang menyatakan di negara 
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industri dan berkembang, desentralisasi fis-
kal berpotensi meningkatkan efisiensi peme-
rintahan dan pertumbuhan ekonomi. Na-
mun, hasil penelitian ini bertentangan 
dengan temuan Abachi & Salamatu (2012) 
yang secara umum menyatakan bahwa 
desentralisasi fiskal dan kemandirian keu-
angan memiliki dampak negatif pada per-
tumbuhan ekonomi.  

Ruang fiskal yang memadai dapat 
menciptakan fleksibilitas bagi pemerintah 
daerah, meningkatkan diskresi (Yilmaz, et. 
al., 2010) bagi eksekutif daerah sehingga 
mendorong kreatifitas dalam mengem-
bangkan peluang dan potensi daerahnya 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Ruang fiskal yang memadai juga mendorong 
potensi pe-nerapan paradigma New Public 
Management. Sebaliknya, ruang fiskal yang 
terbatas akan mengakibatkan ketergan-
tungan pemerintah daerah terhadap alokasi 
program dan kebijakan pemerintah pusat, 
yang kontraproduktif terhadap tujuan de-
sentralisasi. 

Peran mediasi belanjamodal atas pengaruh 
ruang fiskal terhadap pertumbuhan eko-
nomi 

Berdasarkan analisis dengan metode 
perhitungan VAF, ditemukan bahwa varia-
bel belanja modal dapat berperan sebagai 
pemediasi parsial atas pengaruh ruang fiskal 
daerahterhadap pertumbuhan ekonomi. Te-
muan ini mengkonfirmasi penelitian Suwan-
di dan Tahar (2016) yang menyimpulkan 
alokasi belanja modal dapat memediasi hu-
bungan antara ketergantungan fiskal ter-
hadap pertumbuhan ekonomi regional. 
Meskipun terdapat perbedaan variabel ekso-
gen yang diuji antara penelitian ini dengan 
Suwandi dan Tahar (2016), namun secara 
substansial sama-sama mengukur hubungan 
kinerja keuangan pemerintah lokal terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga 
mendukung temuan Siregar (2015) yang 
menyimpulkan bahwa belanja modal berpe-
ngaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi, namun tidak mengkonfirmasi ada-
nya peran mediasi  belanja modal. 

Peran belanja modal dalam memediasi 
hubungan antara ruang fiskal dan pertum-
buhan ekonomi menunjukkan adanya dis-
kresi pemerintah daerah yang difokuskan 
pada pembangunan infrastruktur yang men-
dorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun 
mediasi ini tergolong parsial yang dapat 
berarti terjadi sempitnya ruang fiskal yang 
berakibat kecilnya  peluang pemerintah dae-
rah untuk berinovasi dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi lokal. Atau terdapat 
kemungkinan ruang fiskal yang luas tetapi 
terjadi inefisiensi dalam belanja daerah 
sehingga tidak teralolasikan secara optimal 
ke dalam  belanja modal. Sebagaimana dike-
tahui, proporsi belanja modal merupakan 
fungsi produkfifitas belanja pembangunan 
 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Besaran ruang fiskal dapat memberi-
kan ruang diskresi yang luas bagi pihak 
eksekutif daerah dalam mengembangkan 
potensi pembangunan daerahnya. Temuan 
penelitian ini membuktikan adanya penga-
ruh signifikan ruang fiskal terhadap pertum-
buhan ekonomi. Ruang fiskal yang memadai 
dapat menciptakan fleksibilitas bagi peme-
rintah daerah, meningkatkan diskresi bagi 
eksekutif daerah sehingga mendorong krea-
tifitas dan inovasi dalam mengembangkan 
peluang dan potensi daerahnya untuk men-
dorong pertumbuhan ekonomi. Ruang fiskal 
yang memadai juga mendorong potensi pe-
nerapan paradigma New Public Management. 
Sebaliknya, ruang fiskal yang terbatas akan 
mengakibatkan ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap alokasi program dan kebi-
jakan pemerintah pusat, yang kontraproduk-
tif terhadap tujuan desentralisasi.  

Pemanfaatan ruang fiskal yang efektif 
juga dipengaruhi oleh belanja modal. Ter-
bukti dari temuan penelitian ini menunjuk-
kan adanya peran mediasi belanja modal 
atas pengaruh ruang fiskal daerah terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja mo-
dal merupakan fungsi efektifitas anggaran 
pengeluaran pemerintah, karena belanja mo-
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dal akan menghasilkan aset-aset produktif 
jangka panjang dalam rangka pelayanan pu-
blik. Efek belanja modal terhadap pertumbu-
han ekonomi diperoleh melalui pembangu-
nan infrastruktur dan pelayanan publik lain-
nya yang berorientasi pada pengembangan 
sarana dan prasarana ekonomi yang mampu 
mendorong produktifitas ekonomi masyara-
kat, seperti penurunan beban produksi, 
memberikan kemudahan akses industri 
maupun permodalan, serta peningkatan ak-
ses pasar dan sarana prasarana lainnya.  

Temuan hasil penelitian ini membukti-
kan adanya peran mediasi parsial belanja 
modal atas pengaruh ruang fiskal terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan 
perlunya pemerintah daerah meningkatkan 
ruang fiskalnya dengan cara meningkatkan 
pendapatan dan meningkatkan efisiensi pe-
ngeluaran pemerintah, utamanya berupaya 
meningkatkan porsi rasio belanja modal ter-
hadap jumlah pendapatan.Semakin luas 
ruang fiskal akan menyebabkan semakin 
luas pula diskresi pemerintah dalam meng-
gunakan sumberdaya keuangan daerah 
untuk mengembangkan potensi ekonomi di 
daerah.  

Saran 

Hasil analisis penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan referensi untuk peneliti-
an selanjutnya, dengan memperluas lingkup 
penelitian ataupun menambahkan variabel-
variabel lainnya yang belum diuji. 
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